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Abstrak

Studi ini meneliti hubungan antara Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Konsili Vatikan 11 dari
perspektif teologi pastoral. Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan reformasi yang
signifikan dalam struktur hukum Gereja Katolik, dengan pergeseran dari pendekatan
yuridis ke pendekatan pastoral yang sebagian besar dipengaruhi oleh pembaruan teologis
Konsili Vatikan Il. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesinambungan dan
transformasi norma kanonik, terutama dalam penerapannya dalam kehidupan pastoral
Gereja. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual, studi ini
meninjau dokumen resmi Gereja, termasuk Kitab Hukum Kanonik 1983 dan dekret Konsili
Vatikan Il, serta menerapkan refleksi hermeneutis dan teologis. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa Kitab Hukum Kanonik 1983 mengintegrasikan elemen-elemen kunci
eklesiologi Vatikan I, dengan menekankan sifat komunal Gereja dan partisipasi aktif kaum
awam. Selain itu, studi ini menyoroti dimensi pastoral dari hukum kanonik, terutama dalam
fleksibilitas dan responsivitasnya terhadap kebutuhan pastoral kontemporer. Studi ini
menyimpulkan bahwa reformasi yang dibawa oleh Kitab Hukum Kanonik 1983
mencerminkan keterpaduan yang lebih mendalam dengan visi Vatikan 11, memperkuat misi
Gereja secara lebih inklusif dan adaptif. Wawasan ini memberikan implikasi teologis dan
pastoral bagi para pemimpin Gereja serta akademisi dalam menerapkan norma kanonik
secara efektif dalam konteks pastoral.

Kata-kata Kunci: Hukum Kanonik; Vatikan Il; Teologi Pastoral; Reformasi Gereja;
Eklesiologi

Abstract

This study examines the relationship between the 1983 Code of Canon Law and the Second
Vatican Council from a pastoral theological perspective. The 1983 Code of Canon Law
represents a significant reform in the Catholic Church’s legal structure, shifting from a
juridical to a pastoral approach, largely influenced by the theological renewal of the
Second Vatican Council. This research aims to analyze the continuity and transformation
of canonical norms, particularly in their application within the Church's pastoral life.
Using a qualitative method with a textual analysis approach, this study reviews official
Church documents, including the 1983 Code of Canon Law and the decrees of the Second
Vatican Council, applying hermeneutical and theological reflections. The findings reveal
that the 1983 Code of Canon Law integrates key elements of Vatican II’s ecclesiology,
emphasizing the communal nature of the Church and the active participation of the laity.
Furthermore, the study highlights the pastoral dimension of canonical law, particularly in
its flexibility and responsiveness to contemporary pastoral needs. The study concludes that
the reforms brought by the 1983 Code of Canon Law reflect a deeper alignment with
Vatican II’s vision, reinforcing the Church’s mission in a more inclusive and adaptive
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manner. These insights provide theological and pastoral implications for Church leaders
and scholars in applying canonical norms effectively within pastoral contexts.

Keywords: Canon Law; Vatican Il; Pastoral Theology; Church Reform; Ecclesiology

PENDAHULUAN

Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 memiliki peran yang sangat penting
dalam kehidupan Gereja Katolik. Sebagai kumpulan peraturan yang mengatur
kehidupan internal Gereja, KHK 1983 berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai
aspek, termasuk tata kelola Gereja, kehidupan religius, dan penerapan hukum dalam
pastoral. Dalam konteks ini, pemahaman akan latar belakang penyusunannya
menjadi sangat penting untuk menelusuri bagaimana hukum Gereja berkembang
sesuai dengan dinamika zaman.

Reformasi hukum Gereja yang diwujudkan dalam KHK 1983 merupakan
hasil dari Konsili Vatikan I1. Konsili ini menjadi titik balik dalam sejarah Gereja,
yang menekankan perlunya pembaruan dan adaptasi hukum kanonik agar lebih
relevan dengan perkembangan zaman. Konsili Vatikan 1l tidak hanya
memperbaharui aspek doktrinal dan liturgis Gereja, tetapi juga memberikan
dampak besar dalam struktur hukum yang mengatur kehidupan umat Katolik secara
global.

Salah satu perubahan besar yang terjadi dalam KHK 1983 adalah pergeseran
paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan pastoral. Jika dalam KHK
1917 hukum Gereja lebih menekankan aspek legal-formal, maka dalam KHK 1983
hukum Gereja lebih bersifat pastoral dan fleksibel, menyesuaikan dengan
kebutuhan umat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Gereja bukan sekadar
perangkat aturan yang kaku, tetapi juga merupakan sarana untuk mendukung
kehidupan rohani umat dalam komunitas iman.

Agar penelitian konsisten dalam pembahasan masalah, maka ada beberapa
pertanyaan yang dipaparkan sebagai rumusan masalah. Pertama, bagaimana
hubungan antara Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dan Konsili Vatikan Il dalam
perspektif teologi pastoral? Kedua, bagaimana pengaruh Konsili Vatikan 1l
terhadap pembaruan KHK 19837 Ketiga, bagaimana penerapan KHK 1983 dalam
kehidupan pastoral Gereja?

Ada beberapa Batasan istilah yang dijelaskan sehubungan dengan penulisan
penelitian ini. Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 merupakan kodifikasi hukum
Gereja Katolik yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus 11 sebagai hasil reformasi
hukum Gereja pasca Konsili Vatikan Il. Konsili Vatikan 11 adalah konsili ekumenis
yang berlangsung pada tahun 1962-1965 dan membawa perubahan besar dalam
Gereja Katolik, termasuk dalam aspek hukum dan pastoral. Sementara itu, teologi
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pastoral adalah disiplin teologi yang menekankan penerapan prinsip-prinsip teologi
dalam konteks kehidupan nyata Gereja dan umat.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: Pertama, mengkaji hubungan
antara KHK 1983 dan Konsili Vatikan 1l untuk memahami keterkaitan antara
hukum Gereja dan pembaruan yang diusulkan oleh Konsili. Kedua, menjelaskan
perubahan-perubahan normatif dalam KHK 1983 sebagai implementasi ajaran
Konsili Vatikan Il, sehingga dapat dipahami bagaimana reformasi hukum Gereja
berlangsung dalam konteks sejarah dan teologis. Ketiga, memberikan wawasan
kepada teolog, imam, dan akademisi tentang bagaimana KHK 1983 mendukung
praksis pastoral Gereja, sehingga mereka dapat mengaplikasikan norma-norma
hukum kanonik dalam kehidupan pastoral secara efektif.

Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini antara lain. Pertama,
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara KHK
1983 dan Konsili Vatikan Il bagi kalangan akademisi, teolog, dan imam. Kedua,
memperkaya kajian tentang pembaruan hukum kanonik dalam Gereja Katolik,
khususnya dalam konteks implementasi Konsili Vatikan Il. Ketiga, menawarkan
wawasan yang aplikatif mengenai bagaimana KHK 1983 dapat diterapkan dalam
kehidupan pastoral Gereja sehingga dapat membantu para praktisi pastoral dalam
menjalankan tugas pelayanan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis
teks terhadap dokumen-dokumen resmi Gereja, terutama KHK 1983 dan dokumen
Konsili Vatikan 1l. Metode hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks hukum
kanonik dalam terang ajaran Konsili Vatikan Il, sehingga dapat diperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan implikasi hukum tersebut
dalam konteks pastoral. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan studi
kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dari sumber primer
dan sekunder guna memperkaya analisis serta memberikan landasan teoritis yang
kokoh bagi penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA
Prinsip-prinsip Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik

Prinsip-prinsip hukum kanonik dalam Gereja Katolik merupakan fondasi
yang mengatur kehidupan beriman umat Katolik, yang berakar pada Kitab Suci,
Tradisi, dan Magisterium. Hukum kanonik tidak hanya berfungsi sebagai
seperangkat aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan ajaran yang lebih
dalam dari Gereja. Salah satu prinsip utama adalah prinsip keadilan, yang
menekankan perlunya perlakuan yang adil dan setara bagi semua anggota Gereja,
serta pentingnya mempertimbangkan keselamatan jiwa dalam setiap keputusan
hukum(Warnink, 2020). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Kristus yang menekankan
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kasih dan keadilan, yang menjadi landasan bagi semua tindakan dalam konteks
kanonik.

Selain itu, hukum kanonik juga mengakui pentingnya norma-norma yang
bersifat positif dan struktural dalam mengatur perilaku sosial dan eklesial. Hal ini
mencakup pengembangan norma-norma yang relevan dengan konteks zaman dan
kebutuhan umat, yang menunjukkan bahwa hukum kanonik bersifat dinamis dan
dapat beradaptasi dengan perubahan sosial (Hahn, 2022). Dalam hal ini, hukum
kanonik berfungsi tidak hanya sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai sarana
untuk membimbing umat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran
Gereja.

Prinsip-prinsip hukum kanonik juga mencakup pengakuan terhadap tradisi
dan ajaran Magisterium sebagai sumber otoritas. Magisterium, yang terdiri dari
pengajaran resmi Gereja, berperan penting dalam menafsirkan hukum dan norma-
norma kanonik, serta dalam memberikan arahan moral kepada umat (Warnink,
2020). Dengan demikian, hukum kanonik tidak hanya berfungsi sebagai
seperangkat aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari ajaran iman yang lebih luas,
yang mengarahkan umat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani (Doe,
2020).

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum kanonik dalam Gereja Katolik
mencerminkan interaksi antara norma-norma hukum, ajaran moral, dan kebutuhan
pastoral. Hukum kanonik berfungsi sebagai pedoman yang membantu umat Katolik
dalam menjalani kehidupan beriman yang sesuai dengan ajaran Gereja, dengan
tetap mempertimbangkan keadilan, keselamatan jiwa, dan relevansi dalam konteks
sosial yang terus berubah.

Reformasi Hukum Gereja dalam Konsili Vatikan 11

Konsili Vatikan 1I, yang berlangsung dari tahun 1962 hingga 1965,
merupakan titik balik penting dalam sejarah Gereja Katolik, termasuk dalam hal
reformasi hukum Gereja. Salah satu kontribusi signifikan dari konsili ini adalah
pembaruan hukum kanonik yang diimplementasikan dalam Kitab Hukum Kanonik
(KHK) 1983. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan struktural dalam tata
kelola Gereja, tetapi juga memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang lebih inklusif
dan responsif terhadap kebutuhan umat.

Salah satu aspek utama dari reformasi hukum Gereja pasca-Konsili Vatikan
Il adalah penekanan pada eklesiologi communio, yang menekankan pentingnya
hubungan antar anggota Gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus. Hal ini tercermin
dalam KHK 1983, yang menegaskan bahwa setiap anggota Gereja memiliki peran
dan tanggung jawab dalam kehidupan komunitas gereja (Meo, 2020). Dalam
konteks ini, hukum kanonik tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan,
tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dan memelihara hubungan yang
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harmonis di antara umat. Reformasi ini mendorong partisipasi aktif umat dalam
kehidupan gereja, yang sebelumnya seringkali didominasi oleh hierarki (Ranubaya
etal., 2024).

Reformasi hukum Gereja juga berfokus pada misi gereja dalam konteks
sosial dan pastoral. Konsili Vatikan 1l menggarisbawahi pentingnya keterlibatan
Gereja dalam isu-isu sosial, termasuk kemiskinan dan keadilan sosial. Dalam hal
ini, Gereja diharapkan untuk menjadi "Gereja Kaum Miskin," yang tidak hanya
berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial
(Kwirinus & Peri, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh
Konsili, yang menekankan bahwa Gereja harus beradaptasi dengan tantangan
zaman dan berkomitmen untuk melayani masyarakat (Zandro, 2023).

Selain itu, KHK 1983 juga memperkenalkan perubahan dalam pengaturan
perkawinan, yang mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang
hubungan antar individu dalam konteks sakramen (Wea & Rio, 2020). Misalnya,
hukum mengenai perkawinan campur dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan
dalam konteks hukum agama dan negara menunjukkan upaya Gereja untuk
menjawab realitas sosial yang kompleks (Lon, 2020b). Reformasi ini bertujuan
untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi umat dalam menjalani kehidupan
berkeluarga yang sesuai dengan ajaran Gereja, sambil tetap menghormati hak-hak
individu (Pea, 2024).

Oleh karena itu, reformasi hukum Gereja yang terjadi sebagai dampak dari
Konsili Vatikan Il mencerminkan upaya untuk menjadikan hukum kanonik lebih
relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat. Dengan menekankan partisipasi
umat, keterlibatan sosial, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sakramen,
KHK 1983 berfungsi sebagai panduan yang lebih inklusif dalam kehidupan Gereja
Katolik di era modern ini.

Teologi Pastoral dalam Perspektif Konsili Vatikan Il dan KHK 1983

Teologi pastoral dalam konteks Konsili Vatikan Il dan Kitab Hukum
Kanonik (KHK) 1983 mengalami perkembangan secara signifikan dengan
menekankan aspek kasih dan pelayanan dalam kehidupan Gereja. Konsili Vatikan
I memberikan kerangka teologis yang baru bagi Gereja Katolik, dengan
menekankan pentingnya partisipasi umat dalam kehidupan gereja dan misi
evangelisasi. Dalam dokumen Lumen Gentium, Konsili menegaskan bahwa semua
anggota Gereja dipanggil untuk berkontribusi dalam misi Kristus, yang
mencerminkan prinsip eklesiologi communio (Meo, 2020). Hal ini sejalan dengan
penekanan pada pelayanan pastoral yang berbasis pada kasih, di mana Gereja
diharapkan untuk menjadi "Gereja Kaum Miskin," yang berani berinteraksi dan
melayani masyarakat yang kurang beruntung (Kwirinus & Peri, 2023).
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KHK 1983 juga mengadopsi banyak prinsip dari Konsili VVatikan I1, dengan
memberikan panduan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap
kebutuhan pastoral. Misalnya, KHK menekankan pentingnya pengudusan dan
pelayanan dalam konteks kehidupan sehari-hari umat, yang mencerminkan
semangat pastoral yang inklusif dan berorientasi pada komunitas (Meo, 2020).
Dalam konteks ini, teologi pastoral berfungsi sebagai jembatan antara hukum
kanonik dan realitas pastoral, memungkinkan penerapan hukum yang lebih
fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan umat (Suma & Tandiangga, 2024).
Sebagai contoh, implementasi sistem BIDUK (Basis Integrasi Data Umat
Keuskupan) di Keuskupan Agung Makassar menunjukkan bagaimana data dapat
digunakan untuk memperkuat pastoral berbasis komunitas.

Selanjutnya, teologi pastoral yang berkembang pasca-Konsili Vatikan II
juga mencakup pendekatan yang lebih dialogis dan inklusif, di mana Gereja diajak
untuk berinteraksi dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Ini terlihat dalam
upaya Gereja untuk membangun dialog dengan kaum miskin dan kelompok
marginal, serta dalam pengembangan katekese yang memberdayakan umat awam
(Tarihoran & Pius, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Konsili yang
mendorong Gereja untuk menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap tantangan
zaman, termasuk dalam konteks pluralisme agama dan sosial (Pius & Firmanto,
2021).

Secara keseluruhan, teologi pastoral dalam perspektif Konsili Vatikan 11 dan
KHK 1983 menunjukkan evolusi yang besar menuju pelayanan yang lebih
kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kasih. Hal ini menciptakan landasan
yang kuat bagi Gereja untuk menjalankan misinya di tengah tantangan dan
dinamika masyarakat modern, dengan tetap setia pada ajaran dan tradisi Gereja
(Nahak & Camnahas, 2022; Ranubaya et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
yang bertumpu pada analisis teks hukum Gereja dan interpretasi teologisnya.
Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum
kanonik, reformasi yang terjadi setelah Konsili Vatikan 11, serta implikasinya dalam
teologi pastoral. Metode ini juga memungkinkan eksplorasi yang lebih luas
terhadap makna hukum Gereja dalam kehidupan umat dan praktik pastoral (Santi,
2022).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sifat hukum
Gereja yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga teologis dan pastoral. Kajian
ini menelaah bagaimana hukum kanonik diterapkan dalam kehidupan Gereja, serta
bagaimana prinsip-prinsipnya berakar dalam tradisi iman dan refleksi teologis.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami
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hukum Gereja dalam konteks historis, sosial, dan pastoral, sehingga tidak hanya
terbatas pada aspek yuridis semata.

Analisis teks merupakan metode utama dalam studi hukum kanonik,
terutama dalam memahami isi dan makna dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983.
Metode ini melibatkan kajian mendalam terhadap pasal-pasal tertentu yang
berkaitan dengan tema penelitian, serta menelaah dokumen Gereja lainnya yang
mendukung interpretasi hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat
menggali bagaimana hukum kanonik dikodifikasikan, bagaimana perubahannya
setelah Konsili Vatikan |1, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan Gereja
dan pastoral.

Metode hermeneutika sangat relevan dalam penelitian ini, terutama dalam
memahami hubungan antara hukum kanonik dan teologi pastoral. Hermeneutika,
sebagai seni menafsirkan teks, memungkinkan analisis yang lebih mendalam
terhadap maksud dan tujuan hukum Gereja dalam terang ajaran teologis. Dalam
konteks teologi pastoral, metode ini membantu menjembatani pemahaman antara
norma hukum dengan kebutuhan umat dalam kehidupan iman sehari-hari. Dengan
demikian, hermeneutika tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga
sebagai pendekatan yang memungkinkan hukum Gereja menjadi lebih relevan dan
aplikatif dalam realitas pastoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Struktural dalam KHK 1983 sebagai Implementasi Konsili
Vatikan 11

KHK 1983, sebagai hasil dari kodifikasi ulang hukum kanonik,
mencerminkan perubahan struktural yang signifikan dalam konteks Gereja Katolik,
terutama sebagai respons terhadap semangat pembaruan yang dicanangkan oleh
Konsili Vatikan Il. Salah satu perubahan utama yang terlihat dalam KHK 1983
adalah pergeseran dari pendekatan yuridis yang ketat, seperti yang terdapat dalam
KHK 1917, menuju pendekatan yang lebih pastoral dan inklusif. Pendekatan ini
menekankan pentingnya kolegialitas dalam kepemimpinan Gereja, di mana para
uskup dan pemimpin gereja lainnya diharapkan untuk bekerja sama dalam
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan gereja (Bua & Tari,
2022; Hapsaridian et al., 2024).

Reformasi ini juga mencakup peningkatan partisipasi umat awam dalam
kehidupan gereja, yang sebelumnya sering kali terpinggirkan dalam struktur
hierarkis yang kaku. KHK 1983 menegaskan bahwa partisipasi umat awam adalah
esensial untuk mencapai tujuan pastoral Gereja, yang berfokus pada keadilan dan
kesejahteraan umat (Parlina et al., 2023; Waimuri & Sopamena, 2024). Hal ini
sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Konsili Vatikan II, yang
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mendorong keterlibatan aktif umat dalam misi Gereja dan pengambilan keputusan
(Jhon et al., 2021; Waimuri & Sopamena, 2024).

Selain itu, KHK 1983 juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan
kesejahteraan umat sebagai tujuan utama dari hukum kanonik. Ini mencerminkan
perubahan dalam pemahaman hukum gereja yang tidak hanya berfungsi sebagai
alat pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama dan
mendukung kehidupan spiritual umat (Bua & Tari, 2022). Dengan demikian, KHK
1983 tidak hanya merefleksikan perubahan struktural dalam hukum kanonik, tetapi
juga menunjukkan komitmen Gereja untuk beradaptasi dengan tantangan zaman
dan kebutuhan umatnya.

Prinsip Pastoral dalam KHK 1983 dan Pengaruhnya terhadap Hukum Gereja

KHK 1983, atau Kode Hukum Kanonik 1983, tidak hanya berfungsi sebagai
kumpulan peraturan hukum, tetapi juga sebagai sarana pastoral yang menekankan
kasih, belas kasih, dan pelayanan dalam penerapan hukum Gereja. Prinsip pastoral
ini tercermin dalam berbagai aspek pengelolaan sakramen, regulasi administrasi
Gereja, dan penyelesaian masalah hukum dalam komunitas umat. Dalam konteks
ini, hukum kanonik di KHK 1983 berusaha untuk lebih responsif terhadap
kebutuhan umat beriman, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan
mempertimbangkan aspek pastoral. Hal ini memungkinkan Gereja untuk lebih
dekat dengan realitas sosial dan budaya yang dihadapi oleh umatnya, sehingga
hukum dapat diterapkan dengan lebih relevan dan kontekstual (Christoffersen et al.,
2024; Nanthambwe, 2024; Nanthambwe & Magezi, 2023).

Pendekatan pastoral dalam KHK 1983 juga terlihat dalam cara Gereja
menangani isu-isu moral dan sosial yang dihadapi oleh komunitasnya. Misalnya,
peran pastoral dalam regenerasi moral di masyarakat menjadi penting, di mana para
pemimpin gereja diharapkan untuk tidak hanya memberikan bimbingan spiritual
tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan komunitas yang lebih baik (Baloyi,
2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Gereja tidak hanya berfungsi sebagai
alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun hubungan yang
lebih baik antara Gereja dan umatnya, serta untuk mengatasi tantangan sosial yang
ada.

Selanjutnya, KHK 1983 mengakui pentingnya pastoral care dalam konteks
yang lebih luas, termasuk dalam menangani isu-isu seperti kekerasan dalam rumah
tangga dan dukungan bagi korban. Dalam hal ini, pemimpin gereja sering kali
menjadi tempat pertama bagi individu yang mencari bantuan, sehingga mereka
perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh
jemaat mereka serta cara-cara untuk memberikan dukungan yang efektif (Zust et
al., 2021). Dengan demikian, prinsip pastoral dalam KHK 1983 tidak hanya
memperkuat struktur hukum Gereja, tetapi juga memperkaya praktik pastoral yang
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berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada umat(Christoffersen et al.,
2024; Nanthambwe & Magezi, 2023).

Berdasarkan pendapat di atas, KHK 1983 mengintegrasikan prinsip-prinsip
pastoral ke dalam kerangka hukum Gereja, menciptakan sinergi antara hukum dan
pelayanan pastoral. Hal ini memungkinkan Gereja untuk beradaptasi dengan
perubahan zaman dan kebutuhan umat, serta untuk terus berfungsi sebagai agen
perubahan sosial yang positif dalam masyarakat.

Penerapan KHK 1983 dalam Konteks Pastoral di Paroki dan Keuskupan

Penerapan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dalam konteks pastoral di
paroki dan keuskupan merupakan aspek penting dalam kehidupan Gereja Katolik.
KHK 1983 tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai alat
pastoral yang mendukung misi Gereja dalam menjawab tantangan yang dihadapi
umat. Dalam praktiknya, para uskup dan imam berperan sentral dalam menafsirkan
dan menerapkan hukum kanonik dengan bijaksana, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan pastoral yang beragam di tingkat paroki dan keuskupan (Suma &
Tandiangga, 2024; Widodo et al., 2023).

Salah satu aspek penting dari penerapan KHK 1983 adalah regulasi
sakramen, yang mencakup pengaturan pelaksanaan sakramen seperti baptisan,
pengakuan dosa, dan pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang
benar mengenai sakramen, seperti sakramen pengakuan dosa, dapat meningkatkan
partisipasi umat dalam kehidupan gereja (Adon & Raharso, 2022). Selain itu, dalam
konteks paroki, pengelolaan administrasi gereja juga menjadi fokus penting, di
mana sistem informasi administrasi gereja berbasis teknologi informasi dapat
meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan gereja
(Rachmatullah et al., 2021).

Kegiatan pastoral di paroki juga mencakup pembinaan iman umat, yang
sejalan dengan semangat Konsili Vatikan Il. Dalam hal ini, pelatihan dan
penyuluhan bagi umat, seperti pelatihan pendalaman Kitab Suci, menjadi metode
yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan umat dalam
kehidupan gereja (Senda, 2023). Selain itu, partisipasi umat dalam liturgi juga
diperkuat melalui pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
komunitas (Adon, 2021). Dengan demikian, penerapan KHK 1983 di paroki dan
keuskupan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada
pengembangan spiritual dan sosial umat.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penerapan KHK 1983 dalam
konteks pastoral di paroki dan keuskupan menunjukkan bahwa hukum kanonik
dapat berfungsi sebagai panduan yang relevan dan kontekstual dalam menjalankan
misi Gereja. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, KHK 1983 dapat
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membantu Gereja dalam menjawab tantangan pastoral dan membangun komunitas
yang lebih kuat dan berdaya.

Perbandingan antara KHK 1917 dan KHK 1983 dalam Terang Konsili
Vatikan 11

KHK 1917 dan KHK 1983 memiliki perbedaan signifikan dalam konteks
penerapan hukum kanonik, terutama setelah Konsili Vatikan 11 yang
mengedepankan partisipasi umat dan sinodalitas. KHK 1983, sebagai hasil dari
refleksi mendalam pasca-Konsili Vatikan 11, menekankan pentingnya keterlibatan
umat dalam kehidupan gereja, berbeda dengan KHK 1917 yang lebih bersifat
otoriter dan hierarkis. Dalam KHK 1983, terdapat penekanan pada hak dan
kewajiban umat, serta pengakuan akan martabat individu dalam konteks komunitas
gereja (Simarmata, 2021; Taek et al., 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan Konsili
Vatikan 1l yang ingin memperbaharui gereja agar lebih responsif terhadap
kebutuhan umat dan tantangan zaman (Ebu, 2022).

KHK 1983 juga memperkenalkan konsep "komunitas gereja" yang lebih
inklusif, yang mencakup partisipasi aktif dari semua anggota gereja, bukan hanya
klerus. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang sinodalitas, di mana
setiap anggota gereja dipanggil untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan
dan kehidupan pastoral (Masut & Cancang, 2021; Taek et al., 2024). Dengan
demikian, KHK 1983 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi hukum, tetapi juga
sebagai panduan pastoral yang mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial umat
(Sinaga et al., 2023).

Penerapan Hukum Kanonik dalam Pastoral Sakramental

Penerapan hukum kanonik dalam pastoral sakramental sangat penting untuk
memastikan bahwa sakramen-sakramen dilaksanakan sesuai dengan ajaran gereja
dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, KHK 1983 memberikan pedoman
yang lebih jelas dan terstruktur mengenai pelaksanaan sakramen, termasuk
perkawinan, baptisan, dan pengakuan dosa. Misalnya, KHK 1983 mengatur secara
rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sakramen, yang bertujuan
untuk menjaga kesucian dan keabsahan sakramen tersebut (Ebu, 2022; Taek et al.,
2024).

Selain itu, penerapan hukum kanonik dalam pastoral sakramental juga
mencakup pendidikan dan pembinaan umat. Gereja diharapkan untuk memberikan
katekese yang memadai agar umat memahami makna dan pentingnya sakramen
dalam kehidupan iman mereka (Lon, 2020a). Program-program pendidikan ini
menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran umat akan hak dan tanggung jawab
mereka dalam konteks sakramental, serta memperkuat komitmen mereka terhadap
ajaran gereja (Simarmata, 2021; Taek et al., 2024).
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Implikasi Hukum Kanonik terhadap Sinodalitas dan Partisipasi Umat

Implikasi hukum kanonik terhadap sinodalitas dan partisipasi umat sangat
signifikan dalam konteks gereja modern. KHK 1983 menekankan pentingnya
partisipasi aktif umat dalam berbagai aspek kehidupan gereja, termasuk dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan misi gereja (Ebu, 2022; Taek et al., 2024).
Hal ini sejalan dengan prinsip sinodalitas yang diusung oleh Konsili Vatikan I,
yang mengajak semua anggota gereja untuk terlibat dalam dialog dan kolaborasi
(Tandautama et al., 2023).

Dengan adanya hukum kanonik yang mendukung sinodalitas, umat
diharapkan dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam kehidupan gereja. Ini
mencakup partisipasi dalam pertemuan-pertemuan pastoral, pengambilan
keputusan, serta dalam kegiatan sosial dan misi gereja (Lon, 2020a; Masut &
Cancang, 2021). Selain itu, hukum kanonik juga memberikan kerangka kerja yang
jelas untuk memastikan bahwa suara umat didengar dan dipertimbangkan dalam
proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan gereja yang lebih inklusif
dan responsif terhadap kebutuhan umat (Simarmata, 2021).

SIMPULAN

Hubungan antara Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dan Konsili Vatikan
Il dalam perspektif teologi pastoral mencerminkan upaya Gereja untuk
menyesuaikan hukum kanonik dengan semangat pembaruan yang ditekankan oleh
Konsili. KHK 1983 tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan peraturan, tetapi juga
sebagai pedoman pastoral yang menegaskan pentingnya kasih dan keselamatan jiwa
sebagai tujuan utama hukum Gereja. Dengan demikian, KHK 1983 merefleksikan
perubahan paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih
pastoral dan partisipatif, sebagaimana ditekankan dalam Konsili Vatikan II.

Pengaruh Konsili Vatikan 1l terhadap pembaruan KHK 1983 terlihat dalam
berbagai aspek, terutama dalam eklesiologi communio yang menekankan
keterlibatan umat dalam kehidupan Gereja. Konsili menyoroti perlunya pembaruan
hukum kanonik agar lebih sesuai dengan prinsip keterbukaan, partisipasi umat, dan
misi evangelisasi. Oleh karena itu, KHK 1983 mengalami revisi signifikan yang
memperkuat konsep sinodalitas dan peran umat awam dalam kehidupan Gereja,
mengurangi sifat hierarkis yang kaku dari KHK 1917, dan memberikan fleksibilitas
dalam penerapan hukum sesuai dengan konteks pastoral.

Dalam kehidupan pastoral Gereja, penerapan KHK 1983 menjadi instrumen
penting dalam mengatur tata kelola sakramen, administrasi gerejawi, dan pastoral
umat. Dengan pendekatan yang lebih pastoral, hukum kanonik ini memungkinkan
pemimpin Gereja, termasuk uskup dan imam, untuk menyesuaikan penerapan
norma-norma hukum dengan kebutuhan nyata umat. Selain itu, KHK 1983 juga
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berfungsi sebagai alat untuk membangun komunitas Gereja yang lebih inklusif,
memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara legal, tetapi juga
diarahkan untuk memperkokoh iman dan kesejahteraan spiritual umat.
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